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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Jual beli secara online (E-Commerce) amat menguntungkan kedua belah 

pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Namun, di balik keuntungan yang 

begitu banyak didapat, terdapat juga kekurangan yang dapat sangat merugikan 

pihak penjual maupun pembeli. Jual beli secara online maupun offline memang 

memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing serta yang pasti saling mengisi 

dari kelebihan dan kekurangan yang ada terhadap satu sama lain. Kerugian yang 

dapat dialami dalam jual beli online (E-Commerce) adalah tidak dapat mengetes 

produk atau mencobanya, standar dan keaslian produk yang tidak terjamin, 

ongkos kirim yang tidak murah, kemungkinan terjadinya penipuan.1 Terkhusus 

bagi penjual atau pelaku usaha bisnis online, kerugian yang dapat terjadi yaitu 

pembeli yang tiba-tiba tidak mau membayar di saat barang telah dikirim, 

membayar tidak tepat waktu di saat barang telah diterima oleh pembeli, ingkar 

janji atau wanprestasi, cicilan dari pembeli yang macet, dan pembatalan sepihak 

dari pembeli. Tentu saja masalah-masalah tersebut sangat merugikan dan 

merepotkan pelaku usaha bisnis online apalagi jika pelaku usaha tersebut baru 

atau belum lama terjun di dunia jual beli onlince atau E-Commerce. 

 

 
1 Sofie, Yusuf, Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, (Jakarta: Ghalia 

Ilmu, 2002), hlm. 76 
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Terlepas dari keuntungan dan kerugian dari jual beli secara online atau E-

Commerce ini, ada sesuatu yang sangat penting dan menjadi perhatian banyak 

orang, yaitu perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis online. Perlindungan 

hukum bagi pelaku usaha bisnis online ini sangat penting mengingat maraknya 

terjadi hal-hal yang merugikan pelaku usaha bisnis online karena pembeli atau 

konsumen yang jahil, ceroboh, atau seenaknya saja. Salah satu masalah yang 

marak terjadi yaitu pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual 

beli online dengan sistem Pre Order (PO). 

Pre Order (PO) adalah sistem pembelian yang mana sebelumnya barang 

belum ada dan untuk mendapatkannya pembeli harus memesan terlebih dahulu 

barang tersebut agar tersedia dengan jangka waktu tertentu. Sistem PO ini tidak 

mengharuskan pelaku usaha memiliki atau menyediakan barang secara langsung, 

akan tetapi cukup dengan gambar, foto, atau katalog dari produk dan diposting di 

toko online tempat pelaku usaha bisnis online atau E-Commerce berjualan.2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

menjelaskan mengenai hak-hak pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 6.3 

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik.4 Transaksi online atau E-Commerce 

menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, yaitu “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

 
2 Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh 

Konsumen Di Kota Singaraja”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 3 No. 3 Tahun 2020, hlm. 167 
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 
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dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya”. Transaksi elektronik menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu “Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan 

yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik”. Transaksi elektronik atau E-Commerce ini pelaksanaannya sesuai 

dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dari Pasal 1338 KUH 

Perdata.  

 Pembatalan perjanjian online sepihak yang dilakukan oleh konsumen 

kepada pelaku usaha, melanggar Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik, melanggar Pasal 17 UU ITE bahwa transaksi 

elektronik wajib dilakukan dengan itikad baik, melanggar hak pelaku usaha yang 

tercantum dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, melanggar kewajiban 

sebagai konsumen yang tercantum dalam Pasal 5 UU Perlidungan Konsumen. 

Konsumen tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian yang telah dilakukan 

sehingga konsumen telah melakukan wanprestasi yang tercantum di dalam Pasal 

1238 KUH Perdata, 

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

kosumen”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur perlindungan 

hukum kepada pelaku usaha, sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen 
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sama-sama mendapatkan perlindungan hukum demi terwujudnya keadilan dan 

kenyamanan dalam bertransaksi dengan baik dan benar. 

Hak dan asas pelaku usaha merupakan dasar perlindungan hukum kepada 

pelaku usaha yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.5 

 Salah satu kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen atau 

pembeli dalam sistem Pre Order (PO) online terjadi di kota Palembang, tepatnya 

di tokoh pakaian online bernama Outfit Of The Day Kay. Outfit Of The Day Kay 

melayani beberapa macam sistem pembelian dan pembayaran, salah satunya 

melayani sistem pembelian secara Pre Order (PO). Kasus-kasus yang terjadi di 

Ootd Kay tersebut yaitu, konsumen atau pembeli melakukan Pre Order (PO) 

pakaian secara online di Facebook atau Instagram Ootd Kay, harga barang ada 

yang Rp 150.000 bahkan mencapai Rp 300.000. Setelah melakukan PO tersebut, 

konsumen melakukan pembatalan sepihak, yang mana hal tersebut bisa merugikan 

Outfit Of The Day Kay selaku pelaku usaha atau penjual. Kerugian yang dialami 

Outfit Of The Day Kay bisa berupa kerugian materiil seperti barang menjadi 

tersia-siakan dan bisa berupa kerugian immaterial seperti rating toko yang 

 
5 Syifa Aulia Ratna Fadjarwati, Husni Syawali, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha 

Jual Beli Online atas Pembatalan Pemesanan oleh Pembeli Ditinjau dari Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

Implementasinya Terhadap Pembatalan oleh Pembeli dalam Transaksi Online”, Prosiding Ilmu 

Hukum, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hlm. 661 





  5 

   
   

menurun. Kasus pembatalan sepihak tersebut dari konsumen di toko ini, telah 

terjadi kurang lebih 30 kali dalam setahun.6 

 Akibat hukum yang diterima jika pembeli tidak melakukan kewajibannya 

sesuai kesepakatan dan tidak beritikad baik dalam bertransaksi, maka pelaku 

usaha dapat menggugat pembeli atau konsumen karena telah melanggar hak-hak 

pelaku usaha yang mana hak-hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 dan 6.7 Perlindungan 

hukum terhadap penjual atau pelaku usaha dalam jual beli online atau E-

Commerce diharapkan dapat mencegah dan mengurangi Tindakan pembeli atau 

konsumen yang bisa merugikan penjual atau pelaku usaha baik kerugian materiil 

maupun kerugian immateriil. Sebagaimana uraian latar belakang tersebut, dengan 

ini penulis akan melakukan penelitian berjudul : “Pemenuhan Hak-hak Pelaku 

Usaha Pakaian Yang Mengalami Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen 

Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order (Po) (Studi Kasus Di Outfit 

Of The Day Kay)”. 

 

 

 

 

 

 
6 Wawancara dengan pemilik dan karyawan toko online Outfit Of The Day Kay, tanggal 

27 Agustus 2022 
7 Insan Kharisti Dakhi, Dwita Sari Br Sembiring, “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian 

Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (Cod)”, Jurnal Pro Hukum, vol. 11 No. 1, Juni 

2022, hlm. 28 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat menguraikan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apa saja bentuk pemenuhan hak-hak pelaku usaha jual beli secara online 

atau E-Commerce yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen 

dalam sistem Pre Order (Studi Kasus di Outfit Of The Day Kay)? 

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pelaku 

usaha jual beli secara online atau E-Commerce yang mengalami 

pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem Pre Order (Studi Kasus 

di Outfit Of The Day Kay)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak pelaku usaha 

jual beli secara online atau E-Commerce yang mengalami pembatalan 

sepihak oleh konsumen dalam sistem Pre Order (Studi Kasus di Outfit Of 

The Day Kay). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang 

dapat ditempuh oleh pelaku usaha jual beli secara online atau E-Commerce 

yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem Pre 

Order (Studi Kasus di Outfit Of The Day Kay). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sebagai pengembangan pemikiran dan ilmu 

pengetahuan hukum bersama, terkhusus dalam hukum Perlindungan 

Konsumen mengenai pemenuhan hak-hak terhadap pelaku usaha jual beli 

secara online atau E-Commerce yang mengalami pembatalan sepihak oleh 

konsumen dalam sistem Pre Order (PO) dan bagaimana proses 

penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha jual beli 

secara online atau E-Commerce yang mengalami pembatalan sepihak oleh 

konsumen dalam sistem Pre Order (Studi Kasus di Outfit Of The Day 

Kay). 

 2. Manfaat Praktis 

  a. Manfaat Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jual beli online atau E-

Commerce, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.  

b. Manfaat Bagi Pelaku Usaha Jual Beli Online atau E-

Commerce 

Mengetahui dan memahami apa saja hak-hak dan 

kewajiban pelaku usaha E-Commerce, perlindungan hukum yang 

didapat, dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi. 
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c. Manfaat Bagi Masyarakat dan Konsumen 

Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap 

pelaku usaha jual beli online, sehingga dapat menjalankan kegiatan 

jual beli online dengan benar dan baik sesuai hukum yang berlaku, 

serta mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam jual 

beli online yang dilakukan oleh konsumen terkhusus pembatalan 

sepihak oleh konsumen dalam sistem Pre Order (PO). 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup daripada penulisan Skripsi ini terbatas dengan hanya 

membahas mengenai Perlindungan hukum apa saja yang didapat pelaku usaha jual 

beli secara online atau E-Commerce yang mengalami pembatalan sepihak oleh 

konsumen dalam sistem Pre Order serta bagaimana proses penyelesaian sengketa 

yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha jual beli secara online atau E-Commerce 

yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem Pre Order 

(Studi Kasus di Outfit Of The Day Kay), sehingga terhindar dari pembahasan yang 

bukan ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini. 

 

F. Kerangka Teori 

 1. Teori Perjanjian Online (E-Commerce)  

Pengertian perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1313 yaitu 

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 
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mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti 

perjanjian adalah perjanjian satu orang kepada orang lain atau perjanjian 

yang dilakukan dua orang dalam suatu hal.8 Syarat sahnya perjanjian 

menurut KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1320 yaitu: 

 1. Kesepakatan para pihak 

 2. Cakap 

 3. Objek tertentu dari perjanjian 

  4. Sebab/kausa yang halal 

Sebagaimana Pasal 1 UU ITE, Transaksi Elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik.9 Dalam 

perjanjian online atau transaksi elektronik, sejatinya hampir sama dengan 

perjanjian umum yang biasa kita lakukan sehari-hari. Definisi perjanjian 

online tidak terdapat di KUH Perdata, namun perjanjian online mengacu 

pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Namun, 

kebebasan berkontrak tersebut tetap harus mengacu pada syarat sah 

perjanjian, tentu saja dilaksanakan dengan itikad baik, dan adanya 

kepastian hukum serta tidak melanggar hukum-hukum lainnya yang 

berlaku. Maka dari itu, perjanjian jual beli online pelaku usaha Outfit Of 

The Day Kay dengan konsumen sah menurut hukum.  

 
8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 36 
9 Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di 

Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1 

No. 2 Tahun 2014, hlm. 290 
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2. Teori Perlindungan Konsumen 

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan Hukum, yaitu 

suatu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan 

oleh pihak lain agar hak-hak perlindungan hukum dapat dinikmati 

masyarakat.10Perlindungan hukum muncul dari ketentuan serta segala 

peraturan hukum yang mana hakikatnya dari kesepakatan masyarakat 

untuk mengendalikan hubungan perilaku antar masyarakat, perseorangan, 

dan pemerintah yang dianggap sebagai wakil masyarakat.11 

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomot 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada kosumen”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

juga mengatur perlindungan hukum kepada pelaku usaha, sehingga baik 

pelaku usaha maupun konsumen sama-sama mendapatkan perlindungan 

hukum demi terwujudnya keadilan dan kenyamanan dalam bertransaksi 

baik. 

Pelaku usaha Outfit Of The Day Kay dengan ini mendapatkan 

perlindungan hukum, dengan adanya pengaturan mengenai hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta cara penyelesaian 

sengketanya yang diatur UU Perlindungan Konsumen. Dalam KUH 

Perdata, perlindungan hukum pelaku usaha berupa didapatkannya ganti 

 
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69 
11 Ibid, hlm. 53 
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rugi dari pihak konsumen yang merugikan pelaku usaha yang terdapat di 

Pasal 1239 KUH Perdata. 

 

 3. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis 

Sengketa- sengketa bisnis yang terjadi di antara pelaku usaha dan 

konsumen dapat diselesaikan dengan proses penyelesaian sengketa. 

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh 

melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian 

sengketa melalui jalur pengadilan mengacu terhadap ketentuan peradilan 

umum dan pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) untuk proses penyelesaian sengketa melalui jalur di 

luar pengadilan, mediasi atau bermusyawarah juga dapat ditempuh sebagai 

bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Pelaku usaha Outfit Of The Day Kay yang bersengketa dengan 

konsumennya, dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan menempuh 

jalur pengadilan maupun di luar pengadilan yang sudah dijelaskan di atas. 

 

G. Metode Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

Jenis daripada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku dan selaras daripada persitiwa hukum 

yang diteliti sebagai dasar analisisnya.12 

Penelitian ini juga dibantu data di lapangan, yang didapat dengan 

wawancara secara langsung kepada pelaku usaha untuk mendapatkan data-

data lapangan berupa fakta-fakta peristiwa hukum yang terjadi di dalam 

kehidupan bermasyarakat yang dibutuhkan sebagai bahan analisis daripada 

penelitian ini. 

 

 2. Pendekatan Penelitian 

  a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

merupakan pendekatan yang menjadikan aturan hukum dalam 

penelitian sebagai objek kajiannya.13 

 

  b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus (Case Approach) merupakan pendekatan 

dengan mengambil kasus yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat, dengan tujuan pendekatan ini adalah mendalami 

hukum yang bisa diaplikasikan.14 

 
12 Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, vol. 7 Edisi 1, Juni 2020, 

hlm. 24 
13 Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007), hlm. 302 
14 Ibid. 
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  c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah 

pendekatan dengan menyatukan konsep-konsep praktis yang bisa 

diterapkan menjadi suatu sudut pandang dan penyelesaian masalah 

yang terjadi.15  

 

3. Jenis dan Sumber Data 

 

  a. Data Primer 

Data primer adalah data penelitian yang didapat langsung 

melalui sumber aslinya berupa wawancara, pendapat suatu 

kelompok atau individu, observasi, hasil percobaan atau 

peristiwa.16 

Data primer ini penulis dapatkan langsung dari studi 

lapangan, dengan mewawancarai pelaku usaha yaitu pemilik dan 

juga karyawan Ootd Kay. Wawancara dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. 

 

 

 
15 Ibid. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 

(Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 193 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dengan tidak 

langsung dari saran perantara yaitu pihak lain.17 Data sekunder 

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yaitu:18 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki 

otoritas, yaitu undang-undang, catatan resmi, atau risalah 

penyusunan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai 

berikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

2) Bahan hukum sekunder adalah segala informasi tentang hukum 

tetapi bukan dokumen rahasia melingkupi jurnal hukum, buku 

teks, kamus hukum, serta tanggapan terhadap putusan hakim. 

 
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 30 
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141 
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 4. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data ini bertujuan supaya hasil pengumpulan 

data faktual dan keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Teknik 

pengambilan data yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Teknik studi lapangan ini dilakukan dengan pengambilan data 

secara langsung kepada sumbernya melalui wawancara, dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana jawaban dari 

sumber tersebut menjadi sumber bahan dan data penelitian ini. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Teknik studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengkaji 

bahan-bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, buku, 

jurnal, artikel dari internet, karya ilmiah, dan yang lainnya yang 

bisa dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini. 

 

 5. Teknik Analisis Data Penelitian 

Analisis data merupakan suatu proses analisis tersistematis dengan 

menyusun, menjabarkan, mensintesakan, memilah-milih, serta membuat 

kesimpulan dari data yang didapat melalui hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah dipahami secara seksama.19 

Analisis data penelitian di dalam penelitian ini memakai analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

 
19 Sugiyono, Op.cit., hlm. 335 
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berupa tulisan atau ungkapan yang didapat dari studi lapangan tanpa 

mengurangi bagian-bagian atau komponen di dalamnya.20 

 

 6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan teknik deduktif. Teknik 

penarikan kesimpulan deduktif merupakan teknik penarikan kesimpulan 

yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari data umum lalu 

diperjelas dengan memaparkan data khusus yang selaras.21 

 

 

 

 

 

 
20 Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 6 
21 Edutafsi, “Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif Dan Induktif”, 

https://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html, di 

akses pada tanggal 15 Oktober 2022 
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